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ABSTRAK : - bahwa untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang 

Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, perlu diubah. 

 

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995, 

TLN No. 3612) sebagaimana diubah dg UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006, 

TLN No.4661), UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) 

sebagaimana diubah dg UU No. 7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 246), UU 

No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No. 55 Tahun 

2008 (LN Tahun 2008 No. 116, TLN No. 4886), PP No. 57 Tahun 2020 (LN 

Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.51/PMK.04/2017 (BN Tahun 2017 No.570), 

Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031). 

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai diubah, 

antara lain penambahan definisi tentang Kawasan Pabean dan Portal Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) 

atau Pasal 3 ayat (1) harus diajukan kepada Direktur Jenderal secara tertulis 

yang disampaikan secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai. Dalam hal terdapat gangguan operasional sehingga Portal Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat dioperasikan, keberatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan secara manual dalam bentuk 

tulisan melalui kanktor Bea dan Cukai terdekat. Orang yang mengajukan 

keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus menyerahkan 

jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar, dengan masa penjaminan paling 

singkat selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal tanda terima berkas 

pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) dan Pasal 

4A ayat (7) dan memiliki masa pengajuan klaim jaminan selama 30 (tiga puluh) 

hari sejak berakhirnya jangka waktu jaminan. Orang dapat mengajukan 

permohonan pencabutan pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada 



Direktur Jenderal sepanjang Direktur Jenderal belum memberikan keputusan 

atas keberatan yang diajukan pencabutan. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap pengajuan keberatan; 

dan/atau pencabutan pengajuan keberatan, yang telah disampaikan sebelum 

Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam tahap pemrosesan, diselesaikan 

berdasarkan Pereturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang 

Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 570) 

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 September 2022 dan 

diundangkan pada tanggal 13 September 2022 

- Lampiran: hal. 12 - 23 

 


